
 

    

 

 

BUPATI  MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  29   TAHUN 2015 

TENTANG  

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  

TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MAGETAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta 

target prioritas pembangunan Kabupaten Magetan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 maka diperlukan 

sebuah dokumen perencanaan pembangunan tahunan 

daerah; 

  b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan 

pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan 

yang terpadu; 

  c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2016 harus mengacu pada Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, dan c, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

SALINAN 



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438 ); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 



2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 11 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2010 Nomor 517) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan tahun 2009 Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 

2016. 



 

Pasal 1 

 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2016 yang dimulai dari 

1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 

2016. 

(2) RKPD Tahun 2016 disusun dalam sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu 

Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah 

berserta kerangka pendanaan 

Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan 

Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah 

Bab VI : Penutup  

(3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2 

 

RKPD Tahun 2016 merupakan acuan untuk menyusun 

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2016. 

 

Pasal 3 

 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja 

Triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan 

anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan 

indikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 



Kabupaten Magetan paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran 

tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal 27 Mei 2015 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

ttd 

 

S U M A N T R I 

 

 

Diundangkan di Magetan  

pada tanggal  27 Mei 2015 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

 

ttd 

 

MEI SUGIARTINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 29 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
TTD 

SUCI LESTARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19680803 199503 2 002 


